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BAB I PENDAHULUAN


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar  Belakang Penelitian

Perubahan dan perkembangan teknologi yang pesat serta perkembangan dunia usaha yang mengarah pada era globalisasi, mempengaruhi tatanan masyarakat baik dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya dan aspek-aspek lainnya. Pemerintah berusaha mengembangkan segala aspek dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat, melalui penetapan fungsi pajak sebagai fungsi budgetair yaitu pajak berfungsi untuk menutupi biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya, oleh karenanya pengenaan pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan tidak boleh dibelokkan untuk tujuan yang menyimpang, upaya suatu negara dalam menghimpun dana keuangannya merupakan sarana bagi sumber pembiayaan semua tujuannya.
Menurut Anang Sangkut dalam Liberty Pandiangan (2008:22), Pengelolaan pajak di indonesia berkembang sangat dinamis. Ini terlihat  dari perkembangan yang dimulai sejak dilakukannya reformasi perpajakan (tax reform) pada tahun 1983. Melalui perubahan seperti organisasi, sistem, sarana dan prasarana kerja, peraturan maupun aparat yang mengelola pajak, telah memberikan kontribusi bagi penerimaan negara. Pajak telah berperan strategis bagi keuangan Negara (APBN) setiap tahun, yang peranannya sebesar 70% hingga 75%. 
Alex Radian dalam Liberty Pandiangan (2008:15) menyebutkan bahwa, reformasi perpajakan pada dasarnya merupakan perbaikan (improvement) menuju keadaan perpajakan yang lebih baik. Reformasi menuntut perubahan menuju paradigma baru yang dianggap ideal, karena adanya perubahan kehidupan di segala bidang termasuk politik, ekonomi, teknologi dan sosial. Dalam hal ini, menerangkan bahwa reformasi perpajakan sebagai bagian kebijakan publik yang meliputi dua aspek: (1) formulasi kebijakan dalam bentuk peraturan, (2) pelaksanaan dari peraturan itu sendiri.

Menurut Alex Radian dalam Liberty Pandiangan (2008:17), sumber daya implementasi kebijakan pajak yang terutama adalah personel (sumber daya manusia, termasuk ekspertis) dan informasi/data. Dikatakan, bahwa problema utama di negara berkembang dalam memobilisasi dana perpajakan adalah bukan pada kebijakan, tetapi pada implementasi. Masalahnya terletak pada kurang suksesnya administrator pajak dalam merealisasikan kebijakan, karena pada umumnya masih terdapat banyak kesulitan yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh administrator pajak, untuk itu maka sejak tahun 2002 Direktorat Jenderal pajak melakukan modernisasi administrasi perpajakan. Langkah ini sebagai upaya menerapkan Good governance dan pelayanan prima dalam pengelolaan pajak. Untuk implementasinya, maka sebagai pilot project dibetuk Kantor pelayanan pajak Wajib Pajak Besar (Large Taxpayers Office, LTO), yang dilayani adalah wajib pajak badan dalam kategori besar pada skala nasional dengan jumlah yang terbatas. Kemudian dilanjutkan pembentukan KPP Madya (Medium Taxpayer Office, MTO). Wajib pajak yang dilayani adalah wajib pajak badan dalam kategori besar dalam skala regional (kantor wilayah) dan jumlahnya terbatas. Selanjutnya, dibentuk KPP Pratama (Small Taxpayer Office, STO) yakni KPP yang selama ini telah ada dan dikembangkan, dengan menerapkan prinsip modernisasi administrasi perpajakan. Wajib pajak yang dilayani adalah diluar yang telah terdaftar di KPP Wajib pajak besar dan KPP Madya. Anang Sangkut (2007).
Perubahan sistem administrasi pajak dalam hal pengelolaan sangat penting dan konstruktif untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai pemangku kepentingan terhadap pajak. Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok secara langsung menyentuh pilar perpajakan. Melalui modernisasi administrasi perpajakan, diharapkan terbangun pilar-pilar pengelolaan pajak yang kokoh sebagai fundamental penerimaan negara yang baik dan berkesinambungan. Siti Kurnia Rahayu (2009:109)

Salah satu dasar modernisasi administrasi perpajakan yaitu penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, yang tujuannya :

a. Diharapkan dengan full Automation, akan tercipta suatu Business Process yang efektif dan efisien karena administrasi yang cepat akan meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu.

b. Business Process dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi kontak langsung dengan pegawai DJP dengan wajib Pajak untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya KKN.

c. Fungsi pengawasan internal akan lebih efektif dengan adanya built-in control system, karena siapapun dapat mengawasi bergulirnya proses administrasi melalui sistem yang ada.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:122), langkah awal perbaikan business process adalah penulisan  dan dokumentasi yaitu melalui: (1) Standard Operating Procedures (SOP) untuk setiap kegiatan di seluruh unit DJP, (2) perbaikan business process dilakukan antara lain dengan penerapan e-system dengan dibukanya fasilitas e-filling, e-SPT, e-payment, e-registration. semua fasilitas tersebut diciptakan guna mempermudah wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. (3) untuk sistem administrasi internal saat ini terus dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi DJP (SIDJP).
Fenomena yang terjadi dalam implementasi e-SPT ditunjukkan pada pendapat Wajib Pajak melalui blognya yaitu beberapa pendapat Wajib Pajak sebagai pengguna e-SPT memaparkan bahwa secara umum e-SPT tidak menyulitkan bahkan sedikit mempermudah pelaporan pajak. Namun, e-SPT merupakan barang yang relatif masih baru, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan pengenalan lebih mendalam.
Beberapa Pengguna lain juga mengungkapkan bahwa e-SPT memiliki kekurangan antara lain, perusahaan harus membeli unit komputer untuk keperluan ini dengan kata lain harus ada tambahan pengeluaran, apalagi belum seluruh e-SPT bisa multi user atau bisa digunakan untuk beragam perusahaan dalam satu komputer. Masalah lain seperti seringnya terjadi gagal load pada saat lapor di loket KPP, pernah terjadi pada beberapa pengguna yang sudah lebih dulu menggunakan e-SPT. Apalagi disaat listrik padam, hal tersebut membuat pengguna kerepotan dan harus sabar mengulang load di loket tersebut, hal ini menimbulkan ketidakpuasan atas penggunaan e-SPT di KPP. Berikutnya, masalah lainnya yaitu e-SPT hanya bisa digunakan di komputer yang berbasis sistem operasi Windows, dengan kata lain penguna yang menggunakan sistem operasi lain tidak bisa menggunakan e-SPT di komputernya sehingga yang bersangkutan harus mengeluarkan biaya tambahan membeli Windows. Masalah lain menyatakan bahwa windows vista tidak bisa mendukung softwere e-SPT. Tetapi, kelebihan dan kekurangan tersebut merupakan dinamika dalam sebuah perubahan. Elang  dalam blognya http://ngerumpipajak.blogspot.com (19 juli 2009).
Fenomena diatas menjelaskan bahwa implementasi e-SPT PPN di lapangan masih kurang baik sehingga menimbulkan ketidakpuasan pengguna karena menyebabkan pengguna mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajibannya. Sebaliknya apabila penerapan e-SPT PPN sudah baik dan sukses, penggunanya yang memiliki kewajiban akan merasa puas dan tentunya penerimaan dari sektor pajak akan lebih optimal.

Kewajiban menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik itu diatur melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik. WP wajib membuat SPT elektronik (e-SPT) yaitu SPT WP dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh WP menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh pihak Ditjen Pajak. SPT dimaksud adalah surat pemberitahuan masa pajak penghasilan, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai. Penyampaian e-SPT oleh WP ke KPP tempat wajib pajak terdaftar dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu secara langsung atau melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi (kurir) dengan bukti pengiriman surat dengan membawa atau mengirimkan formulir Induk SPT Masa PPh, dan/atau SPT Masa PPN, dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan berkas data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan. www.vibiznews.com (26-januari-2009).
Direktor Jenderal Pajak menyatakan bahwa Elektronik SPT atau disebut e-SPT adalah aplikasi (software) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. e-SPT PPN adalah SPT PPN dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk merekam SPT beserta lampirannya, memelihara data SPT beserta lampirannya, generate data SPT digital serta mencetak SPT dan dapat dilaporkan melalui media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak. Untuk memperoleh e-SPT PPN, Wajib Pajak dapat memperoleh program aplikasi tersebut secara cuma-cuma dari Direktorat Jenderal Pajak, bagi Wajib Pajak besar dapat menghubungi Account Representative yang telah ditunjuk. www.pajak.go.id (6 November 2009).
Administrasi perpajakan PPN manual, menyebabkan bentuk pelayanan pajak yang diberikan KPP kepada para wajib pajaknya khususnya para PKP menjadi tidak optimal. Menurut Forest dan Sheffrin dalam Siti Kurnia Rahayu (2009:140) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Sistem perpajakan yang simplifying sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan memberikan keengganan dan penggerutuan pembayaran pajak sehingga berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Jika sistem perpajakan simplifying maka PKP lebih mudah melakukan kegiatan administrasi pelaporan SPT. Sistem administrasi perpajakan yang sederhana tentunya memberikan kemudahan dalam hal waktu dan proses input data. Dengan adanya e-SPT diharapkan dapat mewujudkan kesederhanaan sistem administrasi perpajakan.
Liberti Pandiangan (2008:5) menjelaskan, tuntutan pelayanan cepat, mudah, murah dan akurat merupakan harapan masyarakat, demikian juga dengan perpajakan. Untuk mendukung hal ini, kondisi administrasi perpajakan yang baik merupakan suatau prasyarat. Di tengah keterbatasan dalam berbagai hal, yakni sarana dan prasarana, sumber daya manusia, teknologi dan sistem informasi, maupun dana yang tersedia, saat itu kondisi administrasi perpajakan kita adalah :
· Pelayanan perpajakan di suatu kantor dilakukan oleh beberapa seksi (berdasarkan jenis pajak), sehingga masyarakat terkadang harus berhubungan dengan beberapa seksi-seksi terkait.

· Akses atau perolehan informasi perpajakan dan ketentuannya yang terkadang sulit, sehingga kondisi ini membuat tingkat pemahaman masyarakat mengenai perpajakan menjadi kurang atau bahkan tidak tahu sama sekali. 

· Proses kerja yang dilakukan secara umum masih secara manual sesuai, sistem adminstrasi manual ini akan meningkatkan tax complaince cost para PKP dalam segi waktu (time cost) untuk menjalankan sistem administrasi perpajakan, terutama pada saat pengisian SPT dan pelaporan, dikarenakan PKP harus mengalami tingkat kesulitan yang cukup tinggi ketika melakukan pengisian SPT yang memiliki tansaksi dengan jumlah yang banyak dan mengalami antrian yang cukup panjang dan lama untuk menunggu aparat melakukan perekaman data SPT yang dilaporkan, begitu juga para aparatnya yang mengalami kesulitan untuk melakukan perekaman disebabkan data SPT yang dilaporkan dalam jumlah banyak. 

Pada KPP Pratama Bandung Karees sistem administrasi perpajakan secara manual seperti ini akan sangat tidak optimal, apabila para PKP melaporkan SPT dalam bentuk e-SPT maka penggunaannya akan terasa lebih efektif dan efisien, hal itu dikarenakan para PKP tidak perlu mengalami antrian yang lama dan menghabiskan waktu banyak untuk menunggu para aparat melakukan perekaman data SPT, karena pelaporan dengan e-SPT, aparat hanya melakukan registrasi dan perekaman SPT  induk saja. Berdasarkan Surat edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE - 22/PJ./2007 tentang penyeragaman sosialisasi perpajakkan bagi masyarakat, kualitas sumber informasi tentang pajak masih kurang kepada masyarakat.
Menurut Rayendra L. Toruan dalam Liberty Pandiangan (2008:9) Inti reformasi dan modernisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah pembaruan sistem pelayanan. Sebelum ada e-SPT para Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengalami tingkat kesulitan yang cukup tinggi untuk melakukan pengisian SPT baik SPT PPN maupun PPh. Apabila pengisian dan pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan dengan e-SPT, maka PKP tidak perlu melaporkan SPT dalam lampiran SPT dengan jumlah yang banyak dan lebih simple, dan PKP tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengalami antrian lama dikarenakan aparat pajak tidak perlu lagi melakukan perekam data yang akan dikirimkan kepada DJP. Hal ini dikarenakan pengisian dan pelaporan SPT dengan menggunakan e-SPT telah berbentuk rekaman SPT  secara digital seperti dalam bentuk Flash Disc atau Compact Disc (CD) bisa juga dalam bentuk disket, maka para aparat cukup mengcopy data SPT yang dilaporkan secara digital tersebut.
Pada masa lalu, wajib pajak dan pengusaha kena pajak di daerah lain seperti Jakarta banyak yang mengeluhkan standar pelayanan petugas pajak yang kurang baik sehingga wajib pajak dan pengusaha kena pajak enggan berurusan dengan kantor pajak. Meski ada petugas berpenampilan ramah, akan tetapi keramahan itu sekedar basa-basi karena tujuannya justru mengharapkan sesuatu imbalan dari wajib pajak. Apalagi jika wajib pajak mempunyai masalah administrasi yang belum lengkap maka keadaan itu dimanfaatkan oleh petugas pajak untuk memperdaya wajib pajak. Rayendra L. Toruan (2007) dalam Liberti Pandiangan (2008). Fenomena di atas menjelaskan bahwa wajib pajak tidak ingin berurusan dengan kantor pajak disebabkan standar pelayanan yang tidak baik, dengan kata lain ada kemungkinan wajib pajak tidak patuh, rendahnya kepatuhan masyarakat melaksanakan kewajiban pajak seperti membayar pajak menjadi gambaran umum di Indonesia tentang kualitas pelayanan kantor pajak. 

Peningkatan Kualitas pelayanan Kantor Pajak mengarah pada sebuah konsep pemasaran dan pemasaran sosial yang menekankan pentingnya kepuasan pelanggan dalam menunjang keberhasilan organisasi untuk mewujudkan tujuannya. Secara sederhana, tingkat kepuasan seorang pelanggan terhadap produk tertentu merupakan hasil dari perbandingan yang dilakukan oleh pelanggan bersangkutan atas tingkat manfaat yang dipersepsikan (perceived) telah diterimanya setelah mengkonsumsi atau menggunakan produk dan tingkat manfaat yang diharapkan (expected) sebelum pembelian jasa. Jika persepsi sama atau lebih besar dibandingkan harapan, maka pelanggan akan puas. Fandy Tjiptono (2008).
Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Surya Satya Darma (2007), mengenai pengaruh kualitas informasi, kualitas sistem dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pengguna (user) e-Government. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kualitas informasi, kualitas sistem dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan penggunanya, kesimpulannya bahwa dimensi Kualitas Informasi dan Kualitas Pelayanan berpengaruh secara positif terhadap Kepuasan Pengguna (user) e-Government Sedangkan dimensi Kualitas Sistem mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap Kepuasan Pengguna (use) e-Government dan standar pengukuran sangat diperlukan dalam sebuah aplikasi sebuah sistem informasi karena dapat digunakan untuk mengukur apakah aplikasi sistem itu berhasil atau tidak. Penelitian lain sebagai acuan bagi penulis yang dilakukan Jimi Hidayat (2009), dengan judul Mengukur kesuksesan penerapan aplikasi pengisian SPT (e-SPT) untuk SPT masa PPN. Hasil penelitian ini menyatakan kegunaan dan kemudahan penggunaan e-SPT PPN masih merupakan faktor utama yang mempengaruhi sikap terhadap penggunaannya.
Berdasarkan uraian diatas Penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut masalah ini dan penulis hanya akan membahas mengenai penerapan e-SPT PPN terhadap kepuasan pengunanya, sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul : “Pengaruh Penerapan Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (e-SPT PPN) Terhadap Tingkat Kepuasan PKP Pengguna Aplikasi e-SPT PPN” (Pada PKP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees). 

1.2

Identifikasi Dan Rumusan  Masalah

1.2.1    Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, ada beberapa masalah yang teridentifikasi yaitu sebagai berikut :
1. Penerapan e-SPT PPN masih baru sehingga pengguna masih banyak yang kesulitan dalam menggunakannya, dibutuhkan penyuluhan dan waktu memahami.
2. Seringnya terjadi gagal load pada saat lapor di loket KPP mengakibatkan ketidakpuasan bagi pengguna.
3. Administrasi perpajakan PPN yang manual, menyebabkan bentuk pelayanan pajak yang diberikan KPP kepada para wajib pajaknya khususnya para PKP menjadi tidak optimal.
4. Pengisian SPT yang memiliki tansaksi dengan jumlah yang banyak dan mengalami antrian yang cukup panjang dan lama namun aparat sebagai pelayan juga terbatas.
5. Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak di daerah Jakarta banyak mengeluhkan standar pelayanan Petugas Pajak.
1.2.2  Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, ada beberapa masalah yang teridentifikasi maka dapat dibuat rumusan sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapan elektronik surat pemberitahuan pajak pertambahan nilai (e-SPT PPN) pada KPP Bandung Karees.
2. Bagaimana tingkat kepuasan PKP pengguna aplikasi e-SPT PPN pada KPP Bandung Karees.
3. Seberapa besar pengaruh penerapan Elektronik Surat Pemberitahuan pajak pertambahan nilai (e-SPT PPN) terhadap tingkat kepuasan PKP pengguna Aplikasi e-SPT PPN pada KPP Bandung Karees.
1.3 
Maksud Dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian


Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui data dan informasi yang akurat mengenai Pengaruh Penerapan Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (e-SPT PPN) terhadap tingkat kepuasan pengguna Aplikasi e-SPT PPN.

1.3.2
Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk Mengetahui penerapan elektronik surat pemberitahuan pajak pertambahan nilai (e-SPT PPN) Pada KPP Bandung Karees.
2. Untuk Mengetahui tingkat kepuasan yang dirasakan PKP pengguna Aplikasi e-SPT PPN pada KPP Bandung Karees.
3. Untuk Mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan elektronik surat pemberitahuan pajak pertambahan nilai (e-SPT PPN) terhadap tingkat kepuasan PKP pengguna Aplikasi e-SPT PPN Pada KPP Bandung Karees.
1.4  Kegunaan Penelitian

1.4.1  Kegunaan Akademis
1. Bagi pengembangan ilmu Akuntansi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa akuntansi untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Penerapan Elektronik Surat Pemberitahuan pajak pertambahan nilai (e-SPT PPN) terhadap tingkat kepuasan PKP pengguna Aplikasi e-SPT PPN pada KPP Bandung Karees.
2. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini, Penulis dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai ilmu pengetahuan di bidang ilmu ekonomi terutama akuntansi dan perkembangannya, serta meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai Pengaruh Penerapan Elektronik Surat Pemberitahuan pajak pertambahan nilai (e-SPT PPN) terhadap tingkat kepuasan PKP pengguna Aplikasi e-SPT PPN pada KPP Bandung Karees.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai Pengaruh Penerapan Elektronik Surat Pemberitahuan pajak pertambahan nilai (e-SPT PPN) terhadap tingkat kepuasan PKP pengguna Aplikasi e-SPT PPN dengan objek dan lingkup penelitian yang berbeda, sehingga dapat membantu memajukan ilmu yang diteliti.
  1.4.2
 Kegunaan Praktis

1. Kantor Pelayanan Pajak yang menyediakan dan menerapkan e-SPT PPN dapat mengetahui bagaimana tingkat kepuasan PKP sebagai pengguna Aplikasi e-SPT PPN dalam pemakaian program aplikasi e-SPT PPN.
2. Pemakaian e-SPT PPN serta penerapannya dapat dibandingkan, antara analisa praktis yang biasa dilakukan dengan analisa teoritis yang dilakukan dalam penelitian ini.
1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian
1.5.1 Lokasi dan Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees yang berlokasi di Jalan Ibrahim Adjie No.372 Bandung.
1.5.2 Waktu Penelitian
Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Januari 2010. Adapun waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dilihat pada Tabel 1.1.
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